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Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan bus listrik di Kota Medan dari perspektif
teori keadilan sosial John Rawls, dengan fokus pada distribusi Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan rute bus listrik. Meskipun
kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi hijau,
analisis menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya memenuhi
prinsip justice as fairness. Ketimpangan akses masih terjadi, terutama bagi
masyarakat di daerah pinggiran kota yang memiliki keterbatasan mobilitas
akibat minimnya infrastruktur SPKLU dan jalur bus listrik yang lebih
terkonsentrasi di pusat kota. Studi ini menggunakan metode analisis pustaka
dengan teknik Miles dan Huberman (2014) untuk menilai sejauh mana
kebijakan ini mencerminkan keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa
pembangunan SPKLU yang belum merata dan rute bus listrik yang tidak
menjangkau seluruh wilayah menimbulkan ketidaksetaraan akses transportasi.
Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif berupa pemerataan distribusi
SPKLU, ekspansi rute bus listrik ke wilayah dengan tingkat ketergantungan
tinggi terhadap transportasi publik, serta integrasi pendekatan berbasis
kebutuhan dalam perencanaan transportasi hijau. Dengan strategi ini, kebijakan
bus listrik di Kota Medan dapat lebih optimal dalam menjamin aksesibilitas
yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Transportasi Hijau, Keadilan
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PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan kota yang mendesak di era modern saat ini adalah
transportasi hijau. Ini karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan
dan kesehatan manusia. Misalnya meningkatnya emisi gas rumah kaca dari
sektor transportasi, yang menyumbang sekitar 24% dari total emisi CO2 di dunia
(UNECE, 2021). Keadaan ini secara perlahan memperburuk perubahan iklim
dan kesehatan manusia, seperti penyakit pernafasan dan kardiovaskular.

Kedua dampak di atas sebenarnya sudah cukup menjadi dalil pentingnya
transportasi hijau saat ini. Transportasi hijau membantu menciptkan lingkungan
yang lebih sehat, dengan mengurangi emisi polutan dan meningkatkan kualitas
udara kota (Mao, Sun, Wang, Muthu, & Krishnamoorthy, 2024) (Pujiati,
Murniawaty, Nihayah, Muarrifah, & Damayanti, 2022). Apalagi percepatan
urbanisasi di kota-kota besar, seperti Kota Medan, telah menyebabkan
kemacetan lalu lintas dan tingkat polusi udara yang tinggi. Transportasi hijau,
seperti bus listrik, menawarkan solusi untuk mengurangi dampak buruk tersebut
dengan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik yang lebih

bersih (Xia et al., 2018) (Hu et al., 2013).

Meskipun kebijakan transportasi hijau membawa dampak positif bagi
lingkungan, ada tantangan sosial yang muncul dalam implementasinya.
Misalnya, belum wujudnya pemerataan infrastruktur di semua wilayah kota dan
tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap manfaat
ini. Di sisi lain, revolusi dari asap ke listrik membawa tantangan baru bagi
kelompok tertentu, seperti masyarakat di pinggiran kota atau mereka yang
kurang familiar dengan sistem pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa
transportasi hijau tidak hanya tentang mengurangi polusi, tapi juga tentang

bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat secara merata.

Kota Medan, yang baru saja menghadirkan 60 bus listrik di tahun 2024,
sedang menghadapi tantangan sosial di atas, khususnya ketidaksetaraan akses
bus listrik (Siboro & Ginting, 2025). Ini mengarah pada keterbatasan
infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya (SPKLU), yang
distribusinya belum merata di selurus wilayah kota, sehingga membatasi
jangkauan layanan bus listrik (Olivia, Panjaitan, & Dedona, 2025). Akhirnya,

masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sering kali kesulitan mengakses
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layanan ini. Di lain pihak, sistem pembayaran elektronik yang diterapkan pada
bus listrik juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang kurang melek
teknologi, terutama kelompok usia lanjut dan masyarakat berpenghasilan
rendah. Kejadian ini telah menciptakan kesenjangan dalam mobilitas urban, dan

telah menimbulkan ketidaksetaraan akses layanan bus listrik.

Fenomena ketidaksetaraan akses dalam kebijakan transportasi hijau di
Medan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adil dalam
implementasinya. Program bus listrik, yang seharusnya menjadi solusi mobilitas
berkelanjutan, justru memperlihatkan adanya ketimpangan sosial akibat

keterbatasan infrastruktur dan sistem pembayaran yang tidak inklusif.

Dalam kasus ini, teori keadilan sosial dari John Rawls menjadi landasan
utama untuk menilai apakah kebijakan ini telah memenuhi prinsip justice as
fairness, terutama dalam memastikan bahwa kelompok yang paling kurang
beruntung memiliki akses yang sama terhadapa layanan bus listrik. Oleh sebab
itu, kajian ini akan berpijak pada teori Rawls sebagai parameter utama keadilan

dalam kebijakan transportasi hijau.

Sejauh ini, beberapa kajian tentang bus listrik di Kota Medan telah
dilakukan. Misalnya penelitian (Siboro & Ginting, 2025) yang membahas
kualitas layanan bus listrik terhadap minat masyarakat Kota Medan, (Olivia et
al., 2025) mengekplorasi peran bus listrik dalam mengurangi kemacetan, serta
Simamora & Natami (2024) yang berfokus pada evaluasi kinerja bus listrik
berdasarkan kepuasan pengguna. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih
banyak menyoroti aspek teknis dan operasional, sementara dimensi keadilan
sosial dalam implementasi kebijakan transportasi hijau masih belum banyak
disentuh dalam literatur kebijakan publik di Indonesia. Padahal kebijakan bus
listrik memiliki relevansi yang erat dengan prinsip keadilan sosial, khususnya
dalam hal distribusi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan
koridor bus listrik berpengaruh langsung terhadap aksesibilitas masyaraka, yang

menjadi elemen utama dalam memastikan kebijakan ini benar-benar inklusif.

Kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyoroti dimensi
keadilan sosial, sebuah perspektif yang belum banyak disentuh dalam studi

sebelumnya. Dengan mengeksplorasi distribusi SKPLU dan aksesibilitas rute
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bus listrik, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi transportasi hijau
di Kota Medan, tetapi juga menawarkan pendekatan berbasis keadilan sosial
dalam perencanaan kebijakan transportasi publik di Indonesia. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan bus listrik di
Kota Medan mencerminkan prinsip justice as fairness dalam teori keadilan
sosial John Rawls. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan menilai sejauh mana
distribusi SPKLU dan rute bus listrik telah memberikan akses yang adil bagi

seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dengan menelaah implementasi kebijakan ini berdasarkan prinsip
keadilan sosial, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori
keadilan sosial John Rawls dalam kebijakan transportasi publik di Indonesia.
Kajian ini menunjukkan bagaimana prinsip justice as fairness dapat menjadi
parameter utama dalam menilai keadilan distribusi infrastruktur SPKLU dan rute
bus listrik. dengan menganalisis aspek pemerataan akses, penelitian ini
memperkuat perspektif keadilan sosial dalam desain dan implementasi kebijakan
transportasi hijau, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur

akademik yang lebih luas di bidang kebijakan publik dan keadilan sosial.

Dari sisi praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah
Daerah Kota Medan dalam merancang kebijakan transportasi publik yang lebih
inklusif dan berkeadilan. Temuan tentang ketimpangan akses dan distribusi
infrastruktur memberikan dasar bagi perumusan strategi korektif, seperti
pemerataan pembangunan SPKLU, ekspansi rute bus listrik, serta integrasi
pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan sistem transportasi hijau.
Dengan pendekatan ini, kebijakan transportasi di Indonesia diharapkan lebih
mampu memenuhi prinsip keadilan sosial dan memberikan manfaat yang merata

bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan kebijakan transportasi yang lebih adil dan inklusif,
penting untuk melihat bagaimana kota-kota lain telah berhasil mengatasi
tantangan serupa. Curitiba, Brazil, misalnya, dikenal sebagai pelopor sistem Bus
Rapid Transit (BRT) yang memastikan akses transportasi publik merata bagi
seluruh lapisan masyarakat. Kota ini menerapkan jalur ekslusif untuk bus, sistem
pembayaran terintegrasi, serta perencanaan kota berbasis kebutuhan (United

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, n.d.).
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Bogota, Kolombia, juga memiliki sistem TransMilenio, yang dirancang untuk
menghubungkan daerah berpenghasilan rendah dengan pusat kota melalui jalur
bus cepat yang efisien dan terjangkau. Sistem ini telah menjadi model bagi
banyak kota lain dalam mengurangi ketimpangan akses transportasi (World

Bank, n.d.)
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis
penerapann kebijakan bus listrik di Kota Medan dalam perspektif keadilan sosial
John Rawls. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup penelitian
terdahulu, dokumen kebijakan, serta sumber akademik yang relevan. Untuk
memastikan validitas dan relevansi literatur yang digunakan, dilakukan seleksi
berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi, pemilihan database, serta rentang

periode waktu yang dianalisis

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur mencakup publikasi yang
membahas aspek keadilan sosial dalam kebijakan transportasi, distribusi
infrastruktur kendaraan listrik, serta studi yang mengaitkan konsep justice as
fairness dengan pemerataan akses transportasi publik. Selain itu, artikel yang
berfokus pada pengembangan infrastruktur SPKLU dan rute bus listrik turut
dimasukkan sebagai referensi utama. Sebaliknya, literatur yang hanya menyoroti
aspek teknis operasional tanpa membahas dimensi sosial dan kebijakan publik

dikecualikan dalam analisis.

Proses pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database akademik
seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Garuda dan Neliti, serta laporan
resmi dari kementerian perhubungan republik indonesia terkait kebijakan
transportasi hijau. Untuk menjaga relevansi kajian, periode publikasi yang
dipilih dalam rentang 2014-2025, dengan penekanan pada penelitian terbaru
(2020-2025) guna menggali perkembangan terkini dalam kebijakan transportasi
hijau.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan
Huberman (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian temuan secara

sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Dengan
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metode ini, penelitian menghasilkan analisis berbasis bukti yang mendalam

terkait dampak sosial dari kebijakan bus listrik di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan bus listrik yang ditelaah dari prinsip keadilan John
Rawls ini akan memberikan perspektif baru. Parameter keadilannya akan diuji
dengan analisis pengembangan infrastruktur dan distibusi rute bus listrik.
Berbeda dari studi terdahulu, yang lebih banyak fokus pada aspek teknis bus
listrik, penelitian ini lebih mengeksplorasi ketimpangan akses kebijakan bus
listrik menggunakan prinsip justice as fairness dari John Rawls. Dengan
demikian penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang

infrastruktur dan koridor bus listrik.

Dalam konteks keadilan sosial, akses terhadap transportasi hijau tidak
hanya mencerminkan aspek teknis dan efisiensi, tetapi juga harus selaras dengan
tujuan berkelanjutan yang lebih luas. Salah satu tujuan utama implementasi bus
listrik di Kota Medan adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang
lebih ramah lingkungan. Tujuan ini sejalan dengan visi jangka panjang kota
medan tahun 2025-2045 yaitu “Medan Kota Global, Inklusif, Maju dan
Berkelanjutan”. Dalam konteks ini, reformasi dari kendaraan berasap menuju

listrik masuk kategori visi yang berkelanjutan.

Karena memiliki keterkaitan erat dengan konsep berkelanjutan, (Cafuta,
2015) mengatakan bahwa transportasi hijau adalah bentuk persimpangan dari
istilah sustainability. Dia menghubungkan bentuk persimpangan tersebut

menjadi tiga elemen, yaitu:

Kobhesi sosial, yaitu hubungan antara dimensi sosial dan ekonomi
Tanggungjawab lingkungan, yaitu hubungan antara dimensi sosial dan
lingkungan

Efisiensi ekonomi, yaitu hubungan antara dimensi lingkungan dan ekonomi.

Ketiga elemen di atas saling berkaitan dan membentuk keseimbangan
yang menjadi parameter kunci dalam implementasi transportasi hijau. Konsep
keseimbangan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan

Rawls.

Vol 10, Nomor 1, Maret 2025



WA DUE. ISSN Cetak 2460-9714
g_ 49_&4 L. LNy . ISSN Online 2548-1363
JURNAL MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Rawls, salah satu parameter utama keadilan adalah setiap
individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam kasus ini, hak
tersebut dapat diwujudkan melalui aksesibillitas terhadap bus listrik di Kota
Medan. Selain kebebasan dasar, Rawls juga menekankan prinsip perbedaan,
yaitu setiap inovasi sosial harus memberikan manfaat bagi kelompok yang
kurang beruntung. Oleh sebab itu, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa
pengembanngan sistem transportasi hijau, seperti bus listrik, tidak hanya
mengurangi disparitas sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kelompok
yang paling rentan. Dengan begitu, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui

kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, untuk menilai apakah kedua prinsip Rawls tersebut termuat
dalam implementasi bus listrik di Kota Medan, maka di bawah ini akan diuraikan

data-data yang mendukung penilaian tersebut.

Ketimpangan Infrastruktur SPKLU di Kota Medan

Ketimpangan dalam distribusi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU) menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan akses
terhadap transportasi hijau di Kota Medan. infrastruktur ini merupakan
komponen vital bagi keberlangsungan operasional bus listrik dan menjadi
indikator kunci dalam menilai sejauh mana kebijakan transportasi ramah
lingkungan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Mastoi et al., 2022
& Song, Liu, Gao, & Li, 2020). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan
bahwa pembangunan SPKLU belum sepenuhnya memperhatikan prinsip

pemerataan. Daftar lokasi SPKLU dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran SPKLU di Kota Medan

No Lokasi Wilayah

1 | SPKLU PLN Jalan Listrik Kec. Medan Kota

2 | SPKLU Polonia Medan Kec. Medan Polonia

3 | SPKLU Amir Hamzah Kec. Medan Helvetia

4 | SPKLU Medan Baru Kec. Medan Baru

5 | SPKLU Hotel Santika Dyandra Medan | Kec. Medan Petisah

6 SPKLU Grand Mercure Angkasa | Kec. Medan Timur
Medan

7 SPKLU Hotel Le Polonia, JIn Jenderal | Kec. Medan Polonia
Sudirman

] SPKLU The Trader Restaurant, Jln | Kec. Medan Baru
Kapten Patimura Medan
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9 | SPKLU Terminal Amplas Medan Kec. Medan Amplas
10 SPKLU Kantor PLN ULP Medan | Kec. Medan Timur
Timur, Jalan Durung

Sumber: Data diolah (2025).

Saat ini, hanya 10 SPKLU yang tersedia dan tersebar di 9 dari 21
kecamatan. Lokasi-lokasi tersebut sebagian besar berpusat di kawasan pusat kota
dengan aktivitas ekonomi tinggi, sementara wilayah pinggiran seperti Medan
Tuntungan dan Medan Belawan belum tersentuh insfrastruktur ini. Kondisi ini
berimplikasi pada ketimpangan spasial yang memperbesar jurang aksesibilitas

antara pusat dan perifer kota.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, distribusi SPKLU yang
timpang menciderai dua prinsip utama: (1) prinsip kebebasan dasar, di mana
setiap individu seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan
publik; (2) prinsip perbedaan, yang menekankan bahwa kebijakan publik harus
memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Namun, dengan konsentrasi SPKLU di pusat kota, kelompok masyarakat di
daerah pinggiran yang sangat bergantung pada transportasi publik justru
terpinggirkan.

Lebih jauh, ketimpangan ini berdampak sistemik. Pertama, terjadi
hambatan transisi menuju transportasi hijau karena masyarakat di wilayah
marjinal tetap bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil. Kedua,
ketimpangan ini memperkuat eksklusi sosial dan ekonomi karena kelompok
yang sudah rentan harus menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi, serta
memiliki keterbatasan mobilitas untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial

di pusat kota.

Sebagai respons, pendekatan distribusi infrastruktur harus bergeser dari
orientasi ekonomi ke pendekatan berbasis kebutuhan. Pemerintah daerah perlu
memprioritaskan pembangunan SPKLU di wilayah dengan tingkat
ketergantungan tinggi terhadap transportasi publik, sekaligus melibatkan
komunitas lokal dan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas. Pendekatan ini
tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjamin inklusivitas kebijakan dan
memperkuat keselarasan dengan prinsip keadilan sosial john rawls. Dengan

demikian, SPKLU tidak sekedar menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga
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instrumen pemerataan dalam transisi menuju kota yang lebih adil dan

berkelanjutan.

. Distribusi Rute dan ketidakadilan Akses

Distribusi rute bus listrik di Kota Medan masih menunjukkan
kecenderungan sentralistik, dengan sebagian besar koridor terhubung ke
Lapangan Merdeka sebagai titik simpul utama (lihat tabel 2). Meskipun terdapat
lima koridor, cakupa layanan belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat
kemiskinan tinggi seperti Belawan dan Tuntungan. Ketimpangan ini

menimbulkan tantangan dalam pemenuhan prinsip keadilan aksesibilitas.

Tabel 2. Rute Bus Listrik

Koridor Asal - Tujuan JIu{I:lltih Pz;;lljl?:g
1 Amplas — Lapangan Merdeka — Pinang Baris 52 48 km
2 J City — Lapangan Merdeka — Plaza Medan Fair 39 20 km
3 Belawan — Lapangan Merdeka 57 50 km
4 Tuntungan — Lapangan Merdeka 42 35 km
5 Tembung — Lapangan Merdeka 32 20 km

Sumber: Data diolah (2025).

Data menunjukkan bahwa variasi panjang rute dan jumlah halte antar
koridor menciptakan ketidakseimbangan layanan. Misalnya, koridor Belawan-
Lapangan Merdeka memiliki panjang 50 km dengan 57 halte, sedangkan koridor
Tembung-Lapangan Merdeka hanya memiliki panjang 20 km dan 32 halte.
Ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada kualitas layanan yang
diterima oleh warga di setiap wilayah, di mana kelompok yang tinggal di wilayah
dengan jangkauan rute dan jumlah halte terbatas menghadapi hambatan

mobilitas yang lebih besar.

Dari sudut pandang Rawls, kondisi ini mencerminkan pelanggaran
terhadap prinsip kebebasan dasar dan kebebasan perbedaan. Kebijakan yang
terlalu berpusat pada kawasan ekonomi mapan mengabaikan kebutuhan
kelompok rentan yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan
transportasi publik. Padahal, pendekatan keadilan sosial menuntut agar wilayah-

wilayah tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan transportasi.
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Lebih jauh, orientasi rute terpusat di Lapangan Merdeka menyebabkan
kebutuhan akan perpindahan moda transportasi tambahan di wilayah perifer,
yang memperbesar beban mobilitas bagi masyarakat miskin. Keterbatasan ini

semakin memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar kawasan.

Sebagai langkah korektif, distribusi rute bus listrik harus didesai ulang
dengan mempertimbangkan pendekatan berbasis kebutuhan. Penambahan rute
langsung ke wilayah-wilayah marginal, peningkatan jumlah halte secara
proporsional, serta penguatan konektivitas antarwilayah di luar pusat kota perlu
diprioritaskan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem, tetapi
juga memperkuat prinsip inklusivitas dan pemerataan kebijakan transportasi
hijau. Dengan demikian, sistem rute bus listrik di Kota Medan dapat
berkontribusi lebih signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana

yang digariskan oleh john rawls.
¢. Analisis Prinsip Rawls Terhadap Kebijakan Transportasi Hijau

Analisis terhadap kebijakan bus listrik di Kota Medan menunukkan bahwa
prinsip-prinsip keadilan john rawls belum sepenuhnya diinternalisasi dalam
perumusan dan implementasi kebijakan. Prinsip justice as fairness yang
dikemukakan rawls terdiri dari dua elemen utama: kebebasan dasar yang setara
dan prinsip perbedaan. Dalam konteks kebijakan transportasi hijau, kedua prinsip
ini harus diwujudkan dalam bentuk akses yang adil terhadap layanan bus listrik,

termasuk infrastruktur pendukung dan distribusi rute.

Prinsip kebebasan dasar mengharuskan setiap warga negara memiliki hak
yang setara untuk mengakses fasilitas publik. Dalam kasus Kota Medan,
keterbatasan SPKLU dan jalur bus listrik di wilayah marjinal mengindikasikan
belum terpenuhinya hak atas mobilitas yang layak bagi semua kalangan. Akses
terhadap transportasi publik yang bersih dan efisien bukan sekadar kebutuhan

teknis, tetapi merupakan bagian dari hak dasar yang harus dijamin negara.

Sementara itu, prinsip perbedaan menekankan bahwa ketimpangan hanya
dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan lebih besar bagi kelompok paling
tidak beruntung. Namun, arah kebijakan yang lebih mengutamakan pusat kota

menunjukkan bias spasial dan sosial. Masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran
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kota justru kurang diuntungkan oleh inovasi transportasi ini, baik dari segi jarak

akses maupun kenyamanan layanan.

Berdasarkan temuan sebelumnya, berikut ini adalah sintesis analisis yang
mengaitkan data ketimpangan transportasi hijau dengan prinsip keadilan Rawls

terhadap kelompok terdampak utama:

Tabel 3. Analisis Pelanggaran Prinsip Keadilan Rawls dalam Layanan

Transportasi Hijau

Aspek Temuan Prinsip Kelompok
Kebijakan Ketimpangan Rawls yang Terdampak Utama
Dilanggar
Sebaran Hanya tersedia di 9 Prinsip Warga pinggiran
SPKLU dari 21 kecamatan; Kebebasan kota (Medan
mayoritas terpusat di dan Tuntungan,
pusat kota Perbedaan Belawan), warga
miskin
Distribusi Rute | Semua rute berpusat di Prinsip Masyarakat
Bus Listrik Lapangan Merdeka, Perbedaan pinggiran, pengguna
minim konektivitas ke transportasi publik
daerah marginal intensif
Jumlah & Rasio halte rendah di Prinsip Lansia, penyandang
Kepadatan jalur Belawan dan Kebebasan disabilitas, warga
Halte Tembung; jarak antar dengan keterbatasan
halte relatif renggang mobilitas
Sistem Sistem digital sulit Prinsip Lansia, masyarakat
Pembayaran diakses oleh sebagian Kebebasan berpenghasilan
Non-Tunai warga yang tidak rendah, warga non-
familiar dengan digital
teknologi
Investasi Infrastruktur lebih Prinsip Warga kawasan
Infrastruktur cepat dibangun di area Perbedaan padat karya dan
komersial daripada perumahan informal
kawasan permukiman
miskin

Sumber: Data diolah (2025)
Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bus listrik di
Kota Medan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Rawls. Kebijakan
transportasi hijau seharusnya tidak sekadar mengejar efisiensi atau keberlanjutan
lingkungan, tetapi juga menjadi alat untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial.
Dalam kerangka rawls, inovasi seperti bus listrik harus dirancang agar secara
eksplisit menyasar kelompok yang secara historis terpinggirkan. Ini mencakup

integrasi pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan, partisipasi
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masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta keberpihakan anggaran untuk

pembangunan infrastruktur di daerah miskin.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi bus listrik di Kota Medan
tidak cukup diukur dari jumlah armada atau penurunan emisi, tetapi harus dilihat
dari sejauh mana kebijakan ini menjembatani kesenjangan mobilitas dan
memperkuat inklusivitas. Dengan menempatkan prinsip keadilan rawls sebagai
kerangka evaluatif utama, pembuat kebijakan memiliki landasan etis dan normatif
yang kuat untuk mengarahkan transformasi trasnportasi kota ke arah yang lebih

adil dan merata.

KESIMPULAN

Implemetasi kebijakan bus listrik di Kota Medan merupakan langkah
strategis menuju sistem transportasi keberlanjutan. Namun, berdasarkan analisis
teori keadilan sosial john rawls, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip justice as fairness. Ketimpangan distribusi SPKLU dan keterpusatan rute
bus listrik di kawasan ekonomi kuat telah menciptakan hambatan akses bagi
kelompok masyarakat di wilayah pinggiran, yang justru paling bergantung pada

transportasi publik.

Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam memenuhi prinsip kebebasan
dasar atau hak yang setara atas akses publik dan prinsip perbedaan, yang
mengharuskan kebijakan berpihak pada kelompok yang paling kurang beruntung.
Untuk itu, diperlukan langkah korektif berupa pemerataan infrastruktur, perluasan
rute ke wilayah marginal, dan adopsi pendekatan berbasis kebutuhan dalam

perencanaan transportasi hijau agar kebijakan benar-benar inklusif.

Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan penerapan teori keadilan
rawls ke dalam sektor transportasi hijau, sebuah domain yang selama ini belum
banyak dijadikan ruang uji teori justice as fairness. Temuan dari konteks Kota
Medan menunjukkan bahwa teori rawls dapat menjadi alat evaluatif yang relevan
dalam menilai keadilan spasial dan keberpihakan kebijakna publik di negara
berkembang. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menawarkan rekomendasi
praktis, tetapi juga memperkaya diskursus akademik tentang keadilan sosial

dalam perencanaan kota berkelanjutan.
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Untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan transportasi
hijau, Pemerintah Kota Medan perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis
kebutuhan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Hal ini dapat
diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, seperti kerja sama dengan PLN
dalam memperluas jaringan SPKLU ke wilayah dengan ketergantungan tinggi
terhadap transportasi publik, serta kolaborasi dengan operator bus listrik dalam
merancang rute yang menjangkau kawasan marginal. Selain itu, pelibatan dinas
perhubungan dan komunitas lokal diperlukan untuk memastikan bahwa
penyediaan halte, sistem pembayaran, dan infrastruktur pendukung benar-benar
menjawab kebutuhan kelompok rentan. Dengan sinergi kelembagaan yang
terarah, kebijakan bus listrik di Kota Medan tidak hanya berorientasi pada
efisiensi teknis, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang

menjamin hak atas mobilitas yang adil bagi seluruh warga kota.
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